BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan di bab
sebelumnya mengenai Akuntablitas Kinerja Pelayanan di Puskesmas Buloila
Kecamatan Sumalata. Berdasarkan indikator akuntabilitas kinerja pelayanan oleh
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004
tentang Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik yang dapat
dilihat melalui proses meliputi : tingkat ketelitian, profesionalitas petugas,
kedisiplinan, kejelasan aturan, dan sarana dan prasarana. Dapat disimpulkan
bahwasanya proses pelaksanaan pelayanan yang ditunjukan oleh Puskesmas Buloila
sudah terbilang baik dalam mempertanggungjawabkan kewajiban mereka untuk
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Meskipun begitu, terdapat
beberapa aspek yang masih kurang diantaranya dalam hal tingkat ketelitian pegawali
administrasi kesehatan yang masih kurang dalam segi pembuatan surat-surat,
sebagian pegawai yang tidak professional dalam mempertanggungjawabkan
tugasnya, pegawai yang masih kurang disiplin karena masih sering terlambat, serta
sarana dan prasaran penunjang pelayanan yang masih kurang baik dari segi peralatan
medis maupun fasilitas lainnya yang menyebabkan keterbatasan pelayanan serta

mengurangi kenyamanan masyarakat dalam berkunjung ke puskesmas.
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5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diajukan

untuk pihak Puskesmas Buloila sebagai berikut :

1. Aparat pegawai diharapkan untuk dapat meningkatkan ketelitian dalam
melaksanakan tugas seperti melakukan pengoreksian naskah sebelum
diberikan kepada yang berkepentingan terutama bagi pegawai
administrasi. Setidaknya dapat meminimalisir berbagai bentuk kesalahan
yang ada.

2. Dapat bekerja secara professional dengan meningkatkan kompetensi tiap-
tiap aparat pegawai sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti
mengikuti pelatihan dan pengembangan kapasitas lainnya, serta lebih
memperhatikan pelayanan terhadap masyarakat.

3. Bagi aparat pegawai untuk lebih disiplin dalam bertugas serta mematuhi
aturan yang telah ada seperti datang tepat waktu dan keluar kantor tepat
waktu. Adapun untuk kepala puskesmas untuk lebih tegas dalam
menegakkan aturan misalkan memberikan teguran secara lisan bagi
mereka yang masih melanggar guna terselenggaranya pelayanan yang
maksimal.

4. Memperjelas aturan mengenai biaya retribusi dalam pelayanan
administrasi. Meskipun tidak terdapat peraturan dari pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah mengenai retribusi pelayanan administrasi dan

penetapan biaya hanya dilakukan oleh pihak puskesmas, setidaknya ada
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sosialisasi berupa patokan harga yang ditetapkan untuk setiap pelayanan
administrasi.

. Bagi pihak puskesmas untuk mempertimbangkan pengadaan peralatan
yang belum tersedia terutama peralatan untuk kesehatan gigi dan mulut.

Serta lebih memperhatikan dan merawat fasilitas yang ada.
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